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BAB II

TINJAUAN UMUJM PINJAM [MSMITIJAM

A. Pinjam meminjam menurut hukum positip

1. Pengertian pinjam meminjam menurut hukum positip

Didalam hukum positip pinjam meminjam dibedakan
atas dua macam, yang pertama dinamakan " Pinjam pakai "
(bruikleen) dan yang kedua dinamakan " Pinjam meminjam "
(verbruiklening). Dalam civil code of the philippines
juga dikenal dengan istilah "loan" diperbedakan dalam
"commodatun" (sama dengan pinjam pakai) dan "simple loan
or mutuum" (sama dengan pinjam meminjam).

( R. Subekti, 1981 : 134 )

Pinjam meminjam adalah : Persetujuan dengan mana
pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu
jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena
pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini
akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan

keadaan yang sama pula. ( KUHPerdata, 1985 : Ps 1754 ).

Berdasarkan perjanjian pinjam meminjain itu, pihak
yang menerima pinjaman menjadi milik dari barang yang di
pinjam; dan jika barang itu musnah, dengan cara bagaimana

pun, maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya.

Dalam hal peminjaman uang, utang yang terjadi kare
nanya hanyalah terdiri atas jumlah uang yang di sebutkan
dalam perjanjian. Dengan demikian maka untuk menetapkan -

jumlah uang yang terutang, kita harus berpangkal pada
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Jjumlah yang disebutkan dalam perjanjian. Akan tetapi aturan
yang ditetapkan dalam pasal yang lalu tidak berlaku Jjika
mengenai suatu pinjaman mota uang tertentu. Kedua belah
pihak dengan pernyataan tegas telah bersepakat, bahwa akan
dikembalikan Jjumlah mata uang yan~ sama. Dalam hal ini
pihak y~rn2 menerima pinjaman diwajibkan mengembalikan jumla
mata uang yang tepat dari macam yang sama, tidak kurang dan

tidak lebih. . ( KUH Perdata, 1985 : Ps 1757 )

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa
pinjam meminjam didalam hukum positip diukur apakah barang
yang dipinjamkan itu habis karena pemakaian atau tidak. Ban
dalam pengembaliannya sama dari macam dan keadaan vang

sama pula.

2. Kewajiban~kewajiban si peminjam dan kewajiban-kewajiban

orang vang meminjamkan.

Orang yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan
mengembalikannya dalam .jumlah dan keadaan yang sama, dan

pada waktu yang _ditentiukan (K U H Perdata, 1985 : Ps 1763

Adapun orang yang meminjamkan tidak boleh meminta
kembali apa yang telah dipinjamkannya, sebelum lewatnya
waktu yang ditentukan dalam perjanjian.

(R. 3ubekti dan R. Tjirosudibio, 1985 : Ps 1759)

Jika diadakan perjanjian, bahwa'bihak yang telah me-

meminjam sesuatu batrang atau .sejumlah uang,akan mengembali-
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kannya bilamana ia mampu untuk itu, maka hakim mengingat

keadaan akan menentukan waktunya pengembalian

Jika sipeminjam tidak mampu mengembalikan barang
yang dipinjamnya dalam Jjumlah dan keadaan yang sama, maka
ia diwajibkan membayar harganya, dalam hal mana harus
diperhatikan waktu dan tempat dimana barangnya, menurut

perjanjian harus dikembalikan. (kUllPerdata, 1985 : Ps 1764

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kewajib
an orang yanz meminjam sesuatu harus dipenuhi kewajibannya

sesuai apa yang telah ditentukan dalam perjanjian.

3. Meminjamkan dengan bunga.

Pasal 1765 menyatakan bahwa adalah diperbolehkan me
mperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau lain baransg
yang menghabis karena pemakaian. Bunga yang yang . .dijgaji
kan atas peminjaman beras atau gandum, lazimnya Jjuga
berupa beras atau gandum, meskipun tidak dilarang untuk

menetapkan bunganya berupa uang.

Siapa yang telah menerima pinjaman dan membayar
bunga yang telah tidak diperjanjikan, tidak boleh menuntut
nya kembali maupun kemudian menguranginya dari "jumlah
pokok kecuali apabila bunga yang dibayar itu melebihi
bunga menurut undang-undang; dalam hal ini uang yang telah
dibayar selebihnya boleh dituntut kembali‘atau dikurangkan

dari jumlah pokok. ( R. Subekti, 1981 : 145 )
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Pembayaran bunga yang tidak telah diperjanjikan tidak
me wajibkan siberutang untuk membayarnya seterusnya; tetapi
bunga yang diperJjanjikan harus dibayar sampai saat pengembai
lian atau penitipan ini dilakukan setelah lewatnya waktu

utangnya dapat ditagih. ( R. subekti, 1981 : 145 )

Jlenurut K U H Perdata pasal 1757 bunga dibagi atas
bunga menurut undang - undans dan ada bunga yang ditetap kan

di dalam perjanjian.

dunga menurut undang-undang ditetavkan dalam undang
undang. sunga yangz diperjanjikan dalam boleh melampaui bunga
menurut undans-undang,dalam segala hal yang tidak dilarang
oleh undang-undang. Besarnya bunga yang diperjanjikan .harus

ditetapkan secara tertulis. (KUHPerdata, 198% : ps 1767)

Berapa besarnya bunga menurut undang- undsng, .suddah
ditetapkan sebasar enam persen setahun menurut staatsbad (lg
mbaran negara) tahun 1848 no 2?. Bunga ini dinamaken juga
"bunga moratoir", dimana perkataan moratoir itu berarti ke -
lalaian, schingga itu berarti bunga yang harus dibayar kare-

na debitor lalai membayar utangnya.

Mengenai berapa besarnya " Bunga yanz diperjanjikan"
tidak disebutkan, hanyalah dikatakan : Asal tidak dilarang
oleh undang-undang. Pembatasan terhadap bunga yang terlampau
tinggi hanya kita kenal dalam bentuk "woeker ordonnantie1938
yang dimuat dalam staatsbla@ tahun 1938 ho 524 yanz menetap

kan bahwa apabila antara kewajiban-kewajiban bertimbal balik
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dari kedua belah pihak, dari semula terdapat ketidak seim-
bangan yang luar biasa, sedangkasn satu pihak berbuat kesal
ahan dan keadaan terpaksa, yang telah disalah gunakan
oleb pihak lawannya, maka siberutang dapat meminta kepada
hakim untuk menurunkan bunga vang telah di perjanjikan

ataupun untuk membatalkan perjanjian.

Jika orang yang meminjamkan telah memperjanjikan
bunga tidak menetapkan berapa besarnya, maka si penerima
pinjaman diwajibkan membayar bunga menurut undang-undang.

(K U il Ferdata, 1985 : Ps 1768 )

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa bunga
itu terbagi menjadi dua bagaian, pertama bunga yang diatur
menurut undang-undang yaitu sebesar enan persen, dan yang
kedua bunga yang ditetapkan menurut perjanjian, itu terse-
rah sipemberi pinjaman asalkan tidak dilarang oleh undang

undang.

4. Perjanjian pinjam

Oleh undang-undang perjanjian pinjam meminjam di
bedakan menjadi dua macam : Perjanjian pinjam barang yang
yang tak dapat diganti (bruikleninz) dan perjeanjian pinjam

barang yang tak dapat diganti (ViRbruiklening).

1. Perjanjian barang yang tak dapat diganti.
barang yang tak dapat diganti misalnya sepeda, hak milik
atas barang yang dipinjamkan tetap berada pada pemiliknya

yaitu pihak yang meminjamkan barangznya. Selama
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waktu peminjaman sipeminjam Harus memelihera .arsng te-seocut
sezaik-uaiknya, seolah- eolch 1L @ miiiadi.a sendiri (Malsea2: -
oed h:i vade. ") ‘lon sehanis wadt pirjoanen fa harus men emoa
likannya ‘alam Kkea'laarn semula. .iaya pemeliharaan beserta vi-
aya pereaikan kecil narus “ipixal (leh sipeminjan, viaya

pertaikan .esar harus dipikal cole si pemilik oaran .

Jika telah ‘itentikar ja ke woktu pi.jamrn itu cerla-
kKu, c-tapi pade sugtu weiika a-.a keperluan .ar.: ugniadak  an
mendesak, make diperkenankan sipemilid untuxk wendon nmenidata
Kewmeall oo angaga, meskipa, wakmue pinjer a lud selus aols.

2. i=rjanjlan oinjanst oainn. yan apat dije.ti.

arang -a . iepatc dilrantl, wmisaliye uvaor , ceras Jso. delam
praktes pe:rjo. isn ini haovirp s2lelu Jditrjukan pada pinjansi

ua.l . disiail baron . yan  cisere kan uctuxk dipiojam itu renja-
di wilikrnya sipeuninjarn. sedan: pitink yan, meminjamkan ne: pe:r-
oleh suatu hak penuntutan (pizcang) terhadap sipeminjam unt-
ux men _eualikan sejumlah oaran: yan o sawma Jjurnlah da: kwalitet

[’}ya .

Lari pula disini ccleh Cipérjanjikan suatu pemovayarar
Jari pitak si peminjew, pemoayara: man~ dinamakan ousza atau
renta. Jiuna tidek dipe janjika:n siatu penocayara .unga, totas=’
Pl sipemicjam memoaya: Juca suati ounga, wake nenirual satant -
ndan - pewcaycran reace indl ticas Lolon dimiola kemoali, arti

nya pem.ay:oai itu dian zap sarn.
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Dari uraian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan ,
bahwa dalam hal perjanjian pinjam meminjam sipeminjam punya
hak meminta pengembalian atas barang atau uang yang sama
jumlahnya atau melebihkan dari sisa pokok yakni bunga atau

rente.
( Subekti, 1984 : 168 - 169 )



B. Pinjam meminjam menurut hukum Islam

1. Pengertian pinjam meminjam

Pinjam meminjam termasuk salah satu komponen dari
sistem muamalah dalam Islam, yang mempunyai kedudukan
hukum tersendiri disamping sistem muamalah yang lainnya.
Sistem muamalah dengan pinjam meminjam ini dipandang me
miliki manfaat yang sangat besar dalam perjalanan pereko-
nomian masyarakat muslim, yakni terbentuknya masyarakat

yang sejahterah serta berkeadilan sosial.

Dalam hukum Islam pinjaman dipergunakan istilah
"Al ariyah". Pengertiannya adalah : Meminjamkan sesuatu
kepada orang lain tanpa meminta jaminan padanya, dengan
ketentuan barang yan~ telah dipinjamkannya tidak rusak

dan tidak kurang nilainya. ( iahjuddin, 1991 : 40 )

Flenurut Abdul Fatah dan Abu Ahmadi "Ariyah" adalah
pemberian jasa dengan (meminjamkan) benda dan benda itu
masih tetap, tidak berkurang.

( Abd. Fatah dan Abu Ahmadi, 1990 : 161 )

"Ariyah" adalah : Menyerahkan (memberikan) manfaat
benda kepada orang lain dengan tanpa suatu ganti pembayar
an. ( Masduha Abdurrahman, 1990 : 95 )

Firman Allah 5wt dalam surat al maidah ayat : 2

= (% PSR P> PARarye S5 PSS DY M JCTN BUN
(v oW ) Glyoady
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"Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaJjik
an dan tagwa, dan Jjangan tolong menolong dalam berbuat
dosa-dosa dan pelanggaran'.

(Departemen Agama RI, 1989 : 156)

Dari pengertian diatas, yang telah dikemukakan para
ahli figh dapat diambil beberapa asumsi, bahwa dalam
pelaksanaan pinjam meminjam antara pihak peminjam dengan
yang meminjamkan mempunyai keharusan yang mesti dipenuhi
yaitu

1. Pinhal pertama sebagai pinnk peminjam mempunyai

kewa jiban untuk mengembalikan pinjamannya kepada
pihak kedua (sipemberi pinjaman).

2. Hahwa orang yang meminjamkan adalah pemilik yang

berhak untuk menyerahkanaya.

%. Antara pihak peminjam denzan pihak yang meminjam

kan wajib melaksanakan prinsip suka sama suka.

Dalam hukum lslam, terdapat ketentuan-ketentuan yang
mendasar tentang pelaksanaan pinjam meminjam yang telah di
atur dalam Al qur'an surat An nisa' ayat 58

0.5 L)) 1QF~JAD\<;)\<;;4;_A::$llj 2 igl)ﬂb‘,é:;*‘ktA“n‘d)‘
"Sesungguhnya allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya".

(Departemen Agama RI, 1939 : 128)
Dari pengertian diatas dapat difahami, bahwa yang diingin
kan dalam Islam adalah sipeminjam berkewajiban menjaga
amanat terhadap barang yang telah dipinjam, setelah ia

mendapatkan manfaat yang ia perlukan.

( Sayyid 3abig, 1993 : 68 jilid 13 )
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2. Hukum pinjam meminjam.

Finjam meminjam termasuk salah satu komponen
muamalah. lslam telah membentangkan nilai-nilai harta,cara
memperolen dan memeliharanya. Dengan kata lain bahwa
memberi pinjaman barang untuk dipakai oleh yang meminjam
dan dikembalikan sesudah diperlukan, adalah suatu ibadah

yang disukai dan dipahalai. (1% :lasby Assiddiqi, 1991:443)

Meminjamkan sesuatu kepada orang lain berarti turut
membantu orang-orang yang dipinjami itu mengatasi sebagian
kKesulitannya. Maka dalam kehidupan bermasyarakat, harus
selalu ada tolong menolong untuk menutupi kesulitan yang
sering dialami oleh anggota masyarakat.

( Mahjuddin, 1991 : 40 )
sedangkan dasar hukum disyari'atkan pinjam meminjam

tercantum dalam surat Al maidah ayat :
< a.)h,,\)‘ ()_9.)¢2)‘

"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) keba-
Jikan dan taqwa, dan Jjangan tolong menolong dalam
berbuat dosa dan pelanggaran’.

(Departemen Agama RI, 1989 : 155)

Dan dalam surat Al maa'uun ayat 7

"Dan enggan (menolong dengan) bargng berguna".
(Vepartemen Agama RI, 1939 : 1108)
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Juga dalam hadits Nabi saw yang berbunyi :

an P« e, FJB B el Gt der o
Jyenl el (o SEN s b oy 150

.. . . o
Y < ‘ .

. - $ .l | \ [P "\'”3

SlrGlagt s Sl onosty a2lely, (5355,
"Dari Ya'la bin Umaiyah, ia berkata : Telah bersabda
Rosulullah saw kepada saya :,,Apabila datans utusan ru
kepadamu, berilah kepada mereka tiga puluh baju besi,,
maka saya bertanya : Ya Rasulullah ! Apakah pinjaman
yang ditanggung atau pinjaman yang akan dikembalikan
Jawabnya :,,tinjaman yang akan dikembalikan,,.

(abu Dawud, 1979 : 479 jilid 9)

A#J,\QQJF_;.(57~)f_xj‘<}\{{;ykgfanj\ch}J'gf ‘*”17
( tely ,)

253 5 'y
"Dan Alloh akan menolong hambanya selagi hambanya itu

mau menolong saudaranya'.

(Abu Dawud, II  tt, : 5ub)

Mengenai disyari'atkannya pinjam meminjam paraUlama
berbeda pendapat dalam memandang apakan pinjam meminjam ad
alah perjanjian lazim atau bukan. FMenurut sebagian Jjumhur
golongan lianafi : Pinjam mempunyai hak milik manfaat atas
benda yang dipinjamkan, sehingga peminjam diperkenankan
meminjamkan saja tidak menyewahkannya, selama tidak ada

ketentuan lain dalam perjanjian. (Fasduha AR, 1990 : 95)



menurut golongan Maliki, peminjam dapat menyerahkan
(memberikan) manfaat itu kepada pihak lain dengan jalan
meminjamkan laci atau menyewakannya sebab barang siapa me-
miliki manfaat sesuatu benda‘maka ia dapat berbuat apasaja
atas manfaat itu selama waktu yane ditentukan dalam per-
Janjian dan tidak menimbulkan kerusakan benda yane  dipin

jam. rerjanjian vinjam meminjam adalah perjanjian lazim.

Sedangkan menurut sebagaian golongan rlanafi lainnya
bahwa pinjam meminjam hanyalah merupakan ijin perkenan
(ibahah) dari pemilik benda. Oleh karena itu peminjam ti-
dak diverkenankan menyterahkan (memberikan) manfaat itu
kepada pihak lain dengan Jjalan maminjamkan lagi atan menye

wahkannya. (Masduha AR, 1990 : 95 - 95%)

Abul a'la al Maududi berpendapat bahwa, jika harta
itu dipinjamkan kepada orang lain maka mereka hanya boleh
menerima Kembali modal mereka. iereka tidak berhak meneri-
ma bunga dari padanya dalam keadaan apapun juga, baik

sipeminjam membelanjakannya untuk keperluan pribadinya, at

au untuk ditanamnya dalam pefdagangan atau perindustri an
begitu juga jika mereka menerima sesuatu atas piutang me
reka tidaklah dihalalkan bagi mereka menikmati dan memanfa

atkanya. (Abul A'la alMaududi, 1934 : 112)

Ionu Rusydy mencemukakan bahwa memberi pinjaman ada
lah perbuatan yang baik dan dianjurkan. (Ibnu rusdy, tt,

: 399)
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Dari nash-nash (dalil-dalil) diatas, dapat ditarik
suatu kesimpulan bahwa pinjam meminjam adalah perbuatan
yang dianjurkan dalam Islam. Dengan knta lain bahwa pinj-»
am meminjam dibenarkan dalam ajaran Islam.

( Ibnu Rusyd, tt : 399 )

sSedangkan hukum pinjam meminjam jika ditinjau dari

segi sifatnya dapat dibagi menjadi dua bagian

1. Menarik kembali barang pinjaman.

Orang yang meminjamkan boleh dan berhak meminta
kembali barang pinjaman, bila ia kehendaki selsma tidak
merugikan pada sipeminjam. Jika permintaan itu mengakibat
kan bahaya atau kerugian pada sipeminjam, ia harus
menangguhkannya sampai terhindar dari adanya bahaya.

( Sayyid sabiq, 1993 : 66 jilid XIII )

sedangkan menurut pendapat Imam Malik bahwa : ia
tidak boleh mencabutnya kembali sebelum diambil manfaat
nya (oleh) peminjam. Dan apabila ia mempersyaratkan suatu
masa tertentu, maka masa tersebut harus dipenuhinya.

( Ibnu Rusyd, tt : 400 )

Menurut pendapat Abu !fanifah dan Ahmad : Boleh

bagi yang memberi pinjaman meminta kembali barangnya bila
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di kehendaki, walaupun belum dipergunakan oleh yang meminta

pinjam. ( TM Hasby assiddiqi, 1991 : 443 )

Hamz~h ya'qub mengemukaken bahwa : Yrang yang memberi
kan pinjaman dapat menarik kembali barang yang dipinjamkan. =-
nya kapan saja ia kehendaki, selama tidak merusakkan hajat
peminjam. Jika penarikan barane pinjaman itu merusakkan dan
menyusahkan peminjam, maka penarikan itu hendaklah ditangzgun
kan hingga mudharat itu hilang.

( Hamzah ya'kub, 1984 : 242)

2. Meminjamkan pinjaman dan menyewa kan.

Abu Hanifah dan Malik befpendapat : Bahwa peminjam bo
leh meminjamkan barang pinjaman kepada orang lain, sekalipun
pemiliknya belum mengizinkan jika penggunaannya untuk hal -

hal yang tidak berlainan dengan tujuan pemakaian peminjam.

Menurut mazhab Hambali, bahwa mannkalah ariyah telah
berlangsung, peminjam boleh memanfaatkannya sendiri atau
siapa saja yang menggantikan statusnya, kecuali jika barang
tersebut ia sewakan. Dan ia tidak boléh meminjalkkannya seca
ra sewaan, tanpe sé izin vemilik.

( Sayyid sabiq, 1993 : 58 )

Menurut pendapat As gyafi'i dan Ash habnya brnwa @ Ti

dak boleh bazi seseorang yang meminJam suatu barang, memberi
pinjam lagi kepada orang lain.

( T™ Hasby Assiddiqi, 1991 : 443 )
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2. Syarat dan rukun pinjam meminjam

Syarat-syarat pinjam meminjam meliputi :

Bahwa orang yang meminjamkan adalah pemilik yang
berhak untuk menyerahkannya.

Bahwa materi yang dipinjamkan dapat dimanfaatkan.

Bahwa pemanfaatannya itu dibolehkan.

( Sayyid 3abiq, 1993 : 68 jilid AIII )

Pihak yang memberi pinjaman hendzaklah memepunyai hak
atas barang yang dipinjamkan.
Barang yang dipinjamkan adalah bermanfaat dan mubah

penggunaannya menurut syara'.
( Hamzah Ya'qub, 1984 : 242 )

Orang yang meminjamkan tidak dianggap syah ecuali
Jika barang yang dipinjamkan itu benar-benar menjadi
miliknya, baik terhadap pokok barang itu sendiri mau

pun manfaatnya. (Ibnu Rusyd, tt : 399)

Rukun pinjam meminjam

Dalam kitab Bidayatul Mujtahid dijelaskan bahwa

rukun pinjaman terbagi atas lima macam

1.

N
.

n £~ W
°

Peminjaman (Al i'arah)
Orang yang meminjamkan (Al mu'ir)

Peminjam (Al musta'ir)

. Barang yang dipinjamkan (Al mu'ar)

Shigat (ungkapan pemberian pinjaman)
(Ibnu Rusyd, tt : 399)
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. Kewajiban dan tangzgung jawab peminjam.

Sipeminjam berkewajiban untuk mengembalikan barang
yang dipinjamnya sesudah menikmati manfaatnya yang ia per-
lukan. Dan disamping peminjam berkewajiban untuk mengembal
ikan Jjuga berkewajiban untuk menjaminnya apabila barang
itu rusak baik dalem pemakaian ataunun tidak.

sebagaimana hadits Nabi saw :

"Pemegang berkewajiban menjaga apa yang ia terima,
sampai mengembalikannya'. ( Abu dawud, 1979 : 474
jilid 9 )

Adapun mengenai tenggung jawab peminjam para Ulama'
berbeda pendapat mengenai hal ini diantaranya :
-3ebagian fuqoha'berpendapat banwa pinjaman itu harus
ditangzgung, meski ada saksi tentang rusaknya baraﬁg

pinjaman. Pendapat ini dikemukakan As safi'i dan Imam

malik.
-Fuqoha'lainnya berpendapat sebaliknya, yaitu bahwa
pinjaman itu tidak ditangsung sama sekali. ini di

kemukakan oleh Imam Abu Hanifah.

3ilang pendapat ini berpangkal pada adanya perlawan
an antara hadits yang berkenaan dengan masalah itu. Yakni
dalam sebuah hadits shohih disebutkan bahwa nabi saw perna

bersabda kepada shafwan bin umayyan.

29'350'0's a‘;>;,42~;-,-44%*’371)L4i}<

"@ahkan ia adalah pinjaman yang harus dikembalikan dan
di tanggung. (Abu dawud, 1979 : 476 jilid IX)
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3. Administrasi dalam perikatan simpan pinjam.

Agama 1slam memerintahkan secara tegas , agar dalam
suatu perjanjian pinjam meminjam dikuatkan dengan tulisan
dari pihak yang pinjam modal, agar dapat terhindar dari

adanya kekeliruan dari salah satu pinak.

Disamping itu, agama Islam juga mengajarkan pula
adanya ketatalaksanaan dalam administrasi muamalah yang di
lakukan tidak secara tunai dengan cara-cara yang baik
hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan adanya keserasian dan
kelancaran dalam pelaksanaan muamalah tersebut. Perintah
penulisan ini telah ditandaskan oleh Allah swt dalarn

Alqur'an

A G g0l gt b B o s OV a0 AL

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamala
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendak
lah kamu menuliskannya'.

(Departemen agama RI 1939, 2 : 232)

Di samping itu, dalam penulisan tersebut hendaknya

" dilakukan oleh penulis yang bertaqwa dan adil, sesuai de-

ngan Firman Allah SWT @

a0 dal o, ol
AT b yat L_,«JC.\;A_)&\L)\J’L_X

"Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menulis
kannya dengan benar, dan Jjanganlah penulis enggan me-
nuliskannya sebagaimana Allaibr telah mengajarkannya ’
maka hendaklah ia menulis",.

(Departemen agama RI 1939, 2 : 282)
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Adapun hikmahnya administrasi dalam muamalah tersebut ialah

1. Untuk mencegah terjadinya penipuan dikemudian hari
karena tidak mustahil salah satu pihak akan menging
kari apa yang pernah disepakati bersama.

2. Untuk menghindari terjadinya kekilafan dari salah
satu pihak, mungkin terjadi khilaf atau ragu-ragu.

( Hamzah ¥a'qub, 1984 : 7¢ )

Dengan demikian, dengan diadakannya administrasi da-
lam muamalah tersebut, dapat mencegah dari terjadinyaz peni-

puan, keruzicn dari salah satu nihak dan pertengkaran.

Ternyata hal semacam ini perlu dilaksanakan untuk
menghindari kekhawatiran yang mungkin terjadi dikemudian.
Hikmah penulisan ini telah ditandaskan Alqur'an dalam surat

Albagarah ayat 282 :

I DRI P ¥,
. \ .
SAT 9,0 _9A£J3 :i{;;{, 0-3\%~—j*l)c;y;L96»—D‘

"Dan janganlah kalian jemu menulis hutamg itu, baik
kecil maupun besar sampai batas waktu membayarkan nya ,
yang demikian itu lebih adil disisi Allah dan lebih
dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguan di antara
kalian".

(Departemen agama RI 1989, 2 : 282)
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Bunga uang pada pinjam meminjam.

Pada umumnya pinjam meminjam serimg kali tidak
bisa terlepaskan dari sistem bunga, karena nampakmya
pinjam meminjam dengan memakai sistem bunga merupakan
suatu ciri khas bagi kehidupan ekonomi dijaman ini.

(Syabirin Harahap 1984 : 9)

Kemudian yang menjadi persoalan sekarang apakah
bunga yang terdapat dalam pinjam meminjam sebagaimana
diterangkan diatas itu termasuk dalam kategori riba
yang telah dilarang dengan tegas, baik oleh nash atau

Alhadits ?

Untuk menjawab persoalan tersebut kiranya perlu
dikemukakar terlebih dahulu beberapa pandangan yang
berkenaan dengan bunga uang. Dalam dunia ekonomi di

kenal dengan istilah rente.

enurut Afif Abdul Fatah Thabbarah, bahwa memung
ut bunga (rente) haram hukumnya, karena menurut
menurut beliau ; Islam telah menetapkan bahwa pemilik

modal dan orang yang mengusahakannya harus bersekutu

dalam untung dan rugi. Jedang memungut rente yang
tetap, berarti selalu mendapat keuntungan. Padahal
orang yang mengusahakannya belum tentu mendapat

keuntungan. (Hamzah Ya'qub 1984 : 194)

Sedang menurut boh. Hatta, bahwa riba itu semata

mata komsumtif, yaitu yang dipungut dari orang miskin
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yang meminjam uang untuk keperluan hidupnya, dengan tidak
berpikir panjang tentang resikonya dikemudian hari. Maka
tidak tergolong '"riba" kelebian yang dipungut dari orang
yang meminjam uang untuk membuka perusahaannya atau
menambah modal usahanya, karena dia lebih dahulu memperti
mbangkan bunga yang mesti dibayarnya. Jtka dirasanya akan
lebih menguntungkan maka ia akan meminjam uang yang ber
bunga itu, dan sekiranya tidak akan menguntungkan maka ia
akan mengurungkannya. Bunga yang dibayar oleh peninjam -
lang untuk membuka perusahaan dan yang semacam itulah
yang disebut '"rente". Jadi rente sifatnya produktif, ia
adalah sebagaian dari pada keuntungan yang diperoleh dari

bantuan uang (modal) orang lain itu.

Dari beberapa pandangan yang berkenaan dengan mas
alah bunga diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan
bahwa bunga uang itu adalah merupakan pendapat yang di
terima oleh pemilik modal, karena telah meminjamkan modal
nya kepada orang lain untuk usaha-usaha yang bersifat pro

duktif.

Kemudian untuk membahas.:persoalan apakah bunga
uang dalam pinjam meminjam itu sama dengan riba, maka
berikut ini dikemukakan beberapa pandangan tentang riba.
secara pintas antara bunga dengan riba memang . “terdapat
persamaan, karena keduanya merupakan tambahan dari pem
bayaran utang. Akan tetapi apabila kita lihat prakteknya
riba sebagaimana yang berlaku dimasyarakat jahiliyah deng

an -
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dengan bunga uang yang banyak dipraktekkan oleh orang

orang Islam dewasa ini jelas ada perbedaan.

Syeikh Moh. Rosyid ridlo dalam kitabnya " Almanar"
Jus 3 hal 93 mengatakan, bahwa ayat-ayat riba ini turun
dalam pengharaman riba yang dikenal dimasyarakat oleh

kaum yahudi dan musyrikat yakni berlipat ganda.

Dan menurut pendapat Moh. munir ad Dimasyqi bahwa
perbuatan meribahkan itu ialah sebagaimana terjalii se-
karang pada beberapa orang yang meminjam uang dengan tam-
bahan tertentu dan sampai waktu tertentu pula. Apabila
sudah datang waktunya membayar, sedang dia tidak punya
uang, maka dia minta diperpanjang waktunya densan menamba

(bunga) untuk uang pinjamannya. (Hamzah ya'qub, 1984:195)

Dari beberapa pandangan yang berkenaan dengan
praktek riba jahiliyah diatas, maka dapat diambil kesimp-
ulan sebagai berikut :

1. Berlipat ganda, yakni tidak terbatas. Walaupun
kKecil riba yang dipungut dari satu pinjaman
akan memberatkan juga lantaran berlipat ganda.

2. temaksa, yaitu bila telah sampai tempo, orang
yang berhutang dipaksa memilih antara membayar
atau menambah hutangnya. Andaikata tidak dapat
membayar, terpaksa fa terima tambahan hutang.

3. Dlarar, yaitu menimbulkan kesusahan lantaran be

rat dan mahalnya.
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Akhirnya, dehgan melihat kesimpulan mengenai riba
- diatas dan kemudian memperbandingkannya dengan bunga uang
yang banyak dipraktekkan oleh orang-orang Islam dewasa ini
maka dapat diketahui bahwa bungq uang itu memiliki sifat
yang tidak sama dengan sifat-sifat yang terdapat pada riba

oleh karena itu, tentu hukumnya berbeda dengan riba.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa bunga
uang yang dipercleh dari perikatan pinjam meminjam itu
pada hakekatnya tidak termasuk riba, dan tidak memiliki si

fat-sifat seperti yang terdapat pada riba.



